
BUPATI ACEH SINGKIL 
PRO VINSI ACEH 

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN 
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

Menimbang a. bahwa menindakianjuti ketentuan dalam Pasal 311 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir derigan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undarig-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah 
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukari rancan'gan 
qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 
disertai penjelasan dan doumen-dokumeri 
pendukungnya kepada Dewan Peràki1an 'Rakyat 
Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, untük 'mernpero1h 
persetujuan bersama; , 

b. bahwa rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Srngkil Tahun 	/ 
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud padà huruf a 	:. 
merupakan pei-wujudan dari Rencana Keija PemerixM

i v  
Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2 
yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 
serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati 
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
(DPRK) Aceh Singkil pada tanggal 26 Januari 2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun 
Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 
Anggaran 2016; 
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Mengingat. 	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 382); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4280); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 	tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 

8. Undang-Undang 	Nomor 	11 	Tahun 	2006 
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahuri 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nlomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

-f 	 Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturari Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5695); 

25. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Perigadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nlomor 
5655); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir derigan 
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1893); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi clan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); 

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak clan Gas Bumi dan Dana Otonomi 
Khusus; 
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33. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163); 

34. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang MiLik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil 'lahun 2010 Nomor 05); 

35. Qanun Aceh Singkil Nornor 15 Tahun 2010 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15); 

36. Qanun Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2010 Nomor 18); 

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembarigunan Jangka Menengah Kabupaten 
Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 
Nomor 247); 

38. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daeah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 
Nomor 05); 

39. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupateri Aceh Singkil Tahun 
2011 Nomor 10); 

40. Qanun Aceh Sirigkil Ncrmor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh 
Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 teritang 
Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 
Nomor 232); 

41. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02); 

42. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 04); 

43. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentarig 
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2012 Nornor 05); 
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44. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2012 tentarig 
Retribusi Pelayanan Persampahari / Kebersihan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 07); 

45. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2012 Nomor 08), 

46. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09); 

47. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10); 

48, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatau sahaan, Pelaporan clan Pertan ggungj awaban serta 
Monitoring clan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 
8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatau sahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberiari Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2013 Nomor 08); 

49. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 
ten tang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2015 Nomor 250); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACER SINOKIL 

dan 

BUPATI ACEH SINGKIL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 
2016. 
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Pasal 1 

Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
Anggaran 2016 sebagai berikut: 

1.PendapatanDaerah 	 Rp. 977.495.574.664,22,- ,- 

2. Belanja Daerah 	 Rp. 1.045.436.848.786,79,- '- 

Surplus/ (Defisit) 	 Rp. (67.941.274.122,57,-) 

3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 	Rp. 68.441.274.122,57,- 

b. Pengeluaran 	Rp. 	500.000.000,00,- 

Pembiayaan Netto 	 Rp. 	67.941.274.122,57,- r 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 	 Rp. 	 0,00,--- 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dan: 

a. Pendapatan Ash Daerah sejumlah Rp. 52.031.892.245,00,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 722.277.916.000,94,- 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 203.185.766.418,28,- 

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.430.000.000,00, 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.693.146.000,00,: 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan sej umlah Rp. 3.000.000.000,00 ,- 
d. ZAKIS sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,-s-- 
e. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang 

sah sejumlah Rp. 15.908.746.245,00,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dan jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil sejumlah 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
c. Dana Alokasi Khusus 

Rp. 21.348.929.000,00,-' 
Rp. 436.600.103.000,00,- ,--* 
Rp. 264.328.884.000,94,-' 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebag aimana dimaksud pada 
ayat (1) hurufc terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah sejumlah 	 Rp. 	1 45.894.320,00,- 
b. Dana Bagi Hasil Pajak 	 Rp. 	15.7 19.700.328,28,- 
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus sejumlah 	 Rp. 	70.944.2 1 7.0O0,0O, 
d. Bantuan Keuangan dan Provinsi 

atau Pemerintah Daerah lainnya 	Rp. 1 16.375.954.770,Q0,-'— 
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Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdini dan: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 434.005.518.51.3,79,- ,--  

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 611.431.330.273,00,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri dan jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 286.677.985.168,79,-" 
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.588.829.362,00,- 
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 21.722.269.183,00,,.-- 
d. Belanja Bantuan Sosial sejumla,h Rp. 1 .975.000.000,00,- 
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 119.951.434.800,00,-.'-- -  
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.090.000.000,00,-,--  

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dan jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah 	 Rp. 	57.906.914.107,00,-,- 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 198.499.692.674,00,- 
c. Belanja Modal sejumlah 	 Rp. 355.024.723.492,00,-r 

Paal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dan: 

a. Penerimaan Daerah sejumlah 	Rp. 	68.441.274.122,57,- 
b. Pengeluaran Daerah sejumlah 	Rp. 	500.000.000,00,- r- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dan: 

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 
sejumlah Rp. 68.441.274,122,57,--- 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,- 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,- 
d. Penenimaan Pinjaman Daerah 

sejumlah Rp. 0,00,- 
e. Penerimaan Kembali Penerimaan 

Pinjaman sejumlah Rp. 0,00,- 
f. Penerimaan Piutang Daerah 

sejumlah Rp. 0,00,- 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan 
sejumlah Rp. 0,00,- 

b. Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00,--- -  

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00,- 
d. Penenimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00,- 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatari dan Uelanja Kabupaten 
(APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisalikan dari qanun 
mi, terdiri dan: 

Lampiran I : Ringkasan 	Anggaran 	Pendapatan 	dan 	Belanja 
Kabupaten; 

Lampiran II : Ringkasan 	Anggaran 	Pendapatan 	dan 	Belanja 
Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 

Lampiran III Penjabaran Anggaran 	Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, 	Pendapatan, 	Belanja 	Program 	dan 
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut 
kelompok, jenis, objek dan rincian objek; 

Lampiran IV : Rekapitulasi 	Belanja 	menurut 	Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerali Untuk Keselerasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

Lampiran VII : 	Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran VIII : 	 Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

Lampiran X 	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Lainnya; 

Lampiran XI 	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi; 

Lampiran XII 	: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Lampiran XIII 	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 
Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil. 

r 
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Pasal 7 

Qanun mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun mi dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil. 

Diundangkan di Singkil 
pada tanggal 18 Febru,.1 

SEKRETARIS DAEP4 
ACEH/ 

iJF 

C/I 

Ditetapkan di Singkil 
pa.aña1 18 Februari 2016 

U ATTTNCEH SkNGKIL ,  A 

SAFIA J. 
(/1 

LEMBARAN 
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SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 249. 

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH ........./20 16. 
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